
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DESA BUNUTWETAN 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

 

 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DESA BUNUTWETAN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA BUNUTWETAN 

KABUPATEN MALANG 

 
PERATURAN DESA BUNUTWETAN 

NOMOR :   7 TAHUN 2024 
 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA BUNUTWETAN 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak 

sesuai dengan rencana anggaran yang telah 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja 

dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2025 

  b. 
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Desa tentang Perubahan  Anggaran  
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB Desa) Tahun 
Anggaran 2025 

    

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104),  

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia    Tahun  2014 
Nomor   7),    

  3. Peraturan  Pemerintah   Nomor    79   Tahun  2005   
tentang    Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran  

Negara   Republik  Indonesia  Tahun      2005  Nomor  
165, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun  2008  tentang  
Tahapan, Tatacara   Penyusunan,   Pengendalian   dan    

Evaluasi   Pelaksanaan Rencana  Pembangunan   
Daerah  (Lembaran  Negara         Republik Indonesia  
Tahun  2007   Nomor  82,   Tambahan  Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

    

    

    



  5. Peraturan  Pemerintah  Nomor   43   Tahun   2014   
tentang    PeraturanPelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 41); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun 2014   tentang 

Dana   Desayang   bersumber  dari   Anggaran  
Pendapatan  dan   Belanja  Negara (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2014   Nomor  168, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
Nomor  5558) sebagaimana telah  diubah beberapa kali  

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 
2016   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2016  Nomor  57); 

  7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  
2014  Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa  
(Berita  Negara  RepublikIndonesia Tahun  2014  

Nomor  2091); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2094); 

  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 158); 

  10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah 
tertinggal, dan Transmigrasi Republik  Indonesia  
Nomor  4  Tahun 2015  Tentang Pendirian, Pengurusan 

Dan  Pengelolaan, Dan  Pembubaran Badan Usaha 
Milik   Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 296); 

  11 Peraturan  Menteri  Dalam   Negeri   Nomor   81   
Tahun   2015   tentang Evaluasi Perkembangan Desa  

Dan  Kelurahan (Berita  Negara  RI Tahun2015  Nomor  
2037); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita  

Negara  Republik Indonesia Tahun  2017 Nomor  89); 

  13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun  2017 
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 

2015 tentang  Pengangkatandan Pemberhentian Kepala  
Desa  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor  1222); 

  14 Peraturan Dalam Negeri  Nomor 67  Tahun 2017  
tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  Perangkat  
Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2017  
Nomor  1223); 

  15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  
tentang Tata Cara   Perencanaan,   Pengendalian   Dan   
Evaluasi   Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang  

 



   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta  Tata  Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka     

Panjang    Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

  16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017  

tentang Tata Cara  Kerja  Sama  Desa  di Bidang 
Pemerintahan Desa  (Berita Negara RI Tahun 2017  
Nomor 1444); 

  17 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  
Nomor  18 Tahun 2018  Tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa  Dan  Lembaga Adat  Desa  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 
569); 

  18 Peraturan  Menteri  Dalam   Negeri   Nomor   20   
Tahun   2018   tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018  

Nomor  611); 

  19 Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   
Tertinggal   dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah  Desa   
(Berita   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2019 
Nomor  1203); 

  20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 1262); 

  21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan  
Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

  22 Peraturan   Menteri   Keuangan  Republik  Indonesia  
Nomor  128/PMK.07/2022  Tahun  2022  tentang  
Perubahan atas Peraturan   Menteri   Keuangan  
Republik  Indonesia  Nomor  190/PMK.07/2021  
Tahun  2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819); 

  23 Peraturan   Menteri   Keuangan  Republik  Indonesia  
Nomor  201/PMK.07/2022  Tahun  2022  tentang  
Pengelolaan Dana Desa  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor  1295); 

  24 Peraturan Bupati Malang Nomor 4  Tahun 2016  
tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa  dan Rencana 

Kerja  Pemerintah Desa; 

  25 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 
2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa; 

  26 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 
2016  Tentang Kewenangan  Desa  Berdasarkan  Hak  
Asal  Usul  dan  Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

  27 Peraturan   Bupati   Malang   Nomor   38    Tahun   
2018     Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

    

    



  28 Peraturan  Bupati  Kabupaten  Malang  Nomor  194   
Tahun  2020 Tentang Perubahan Kedua Atas  

Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016  
Tentang Pengelolaan Aset Desa; 

  29 Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang 

Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

  30 Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021 
Tentang Tata Cara Penetapan  Dan  Rincian  Dana  
Desa  Pada  Setiap  Desa  Serta Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021; 

  31 Peraturan Bupati Malang Nomor 29  Tahun 2021 
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa; 

  32 Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2022 
Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022; 

  33 Peraturan Bupati Malang Nomor :  188.45/215/ 
KEP/ 35.07.013/2002 Tahun 2022 Tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa 
Berdasarkan Penerimaan Kas   

  34 Peraturan Bupati Malang Nomor :  188.45/216/ 
KEP/ 35.07.013/2002 Tahun 2022 Tentang Alokasi 
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa 

Berdasarkan Penerimaan Kas 

  35 Peraturan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2023 
Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024; 

  36 Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023 
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Malang nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa; 

  37 Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023  
Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2024; 

  38 Peraturan Bupati Malang Nomor 135 Tahun 2023 

Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai; 

  39 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Bunutwetan Tahun 2019 - 2025 (Berita Desa 
Bunutwetan Tahun 2019 Nomor 10 ); 

  40 Peraturan Desa Nomor  3  Tahun 2017 tentang         

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ; 

  41 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang    Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

(Berita Desa Bunutwetan Tahun 2019 Nomor 8 ); 

  42 Peraturan Desa Bunutwetan Nomor 3 Tahun 2019 
Tentang Tanah Kas Desa; 

  43 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa Bunutwetan Tahun 
2024 (Lembaran Desa Bunutwetan Nomor 6 Tahun 

2024); 

    
 
 
 
 
 
 

    

    



    

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNUTWETAN  

dan 
KEPALA DESA BUNUTWETAN 

    

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN    DESA    TENTANG    ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUNUTWETAN 
TAHUN ANGGARAN 2025 

    

  Pasal 1 

  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun  
Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut: 

  

1. Pendapatan Desa 

Rek Uraian Jumlah 

4. PENDAPATAN  

4.1 Pendapatan Asli Desa Rp.      175.200.000,00 

4.2 Pendapatan Transfer Rp.    2.637.519.050,00 

4.3 Pendapatan Lain-lain RP.          7.407.596,00 

 Jumlah Pendapatan Rp.   2.820.126.646,00 

   

5. BELANJA  

5.1 Belanja Pegawai Rp.      606.906.000,00 

5.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.    1.187.559.037,00 

5.3 Belanja Modal Rp.    1.389.224.990,00 

5.4 Belanja Tak Terduga Rp.      211.600.000,00 

 Jumlah Belanja  Rp.   3.395.290.027,00 

   

 SURPLUS (Defisit) Rp.     (575.163.381,00) 

   

6. PEMBIAYAAN  

6.1 Penerimaan Pembiayaan Rp.      575.163.381,00 

   

 PEMBIAYAAN NETTO Rp.      575.163.381,00 

   

 SISA/LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN  

Rp.                       0,00 

 

 

  Pasal 2 

  Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  
tercantum  dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini 

   

   

   

 

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA ACARA 
 

Nomor : _____/BA/DS/35.07.18.2014/2024 
Nomor : 07 /BPD/35.07.18.2014/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


